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Mengingat : 1.
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JAILOLO
ITEPUTUSAN BUPATI IIALTIAI}FRA BARAT

NorrroR ,1,q'i-lxsrsl ull 12A22

TENTANG

pE$ErApAn PENERTMA BAIITU.;N iuuren S{IADAyA BERUPA uaI{G

PROGRAIUr rpnrut',ttrars TKONOMI tPEq--
DESA soAsAr{erul xpcAMAT4ry TABARU
- 

XNiUPATET{ HATMAHERA-BARAT
TAIIUT{ AI{GGARAI{ 20/22

BUPATI HATMAIITRA BARAT'

bahwa berd-asarkan Undang-undang Nomor.l tt:i zOLl tentang

Perumahan d", f;;';; F"t*"ki;an' maka Pemerintah Daerah

perlu lebih berperan U"ano 
-1.*'*ai"ftq' 

dan memberikaa

kemudahan dan bantuan p'**J^tt dan kawasan pefiIrukiman

bagr masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permut imuo v""s nirnasis tli,r"""tt serta kewaspadaan

masyarakat **h*gg;-;"ryit"" satu t esatuan fungsionat dalam

wujud tata ruanf?"*t r<firiau.lan ekonomi' dan sosial budaya

yang mampu *;"J"*i, kelestarian lingkunge"n hidup sejalan

ir""I* semangat dJmokrasi dan otonomi daerah;

bahwa sektor perumahan memiliki peranan , besar dalam

mendukurrs oritii""i--J"*paf. ekonomi dari Pandemi Covid-19'

pembangunan frfrastrukiur Perumahan diharapkan dapat

mengakselerasi "*f.tot 
lain sehingga *"4!9t'f* daya ungkit

percepatan pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) da,1 meningkatkan

arom"i Pembangunan dan bantuan Pembiayaan Perumahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
adanhurufb,perlumenetapkanKeputusanBupatitentang
penetapan penerii.a Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang
pr"Sr"; pemulihal Ekonomi (PEN) Desa Soasangaji Kecamatan

Tab-aru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan

undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

C.

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraar,
Negara yarrgbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas
undang-undang Nomor 46 Tahun L999 tentang Pembentukan
Provinsi Matuku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Baral;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera lJtara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 ?ahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbenda-haraan
Negara;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A11 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

Jaian Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos -97752
Kabupaten Ha-imahera Barat - Maiuku Utara Te1p. {O922J 2221OO1, Fax (0922} 222lOOl
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KE.TIGA

KEEMPAT

PE.]ABAT PARAFI
Sekretaris Daerah tth.
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb WTog'tY
Kadis PERKIM-LH ,*

Kabag. Hukum & Orgs V
Tembusanu Disampaikan kepada )1rh :

-2-

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.;

ll.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor O7/PRT/M 12018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya;

l2.Peraturan Mentgri p6lem Negeri Nomor 77 Tah,un 2A2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

l3.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 115/KPTSIM/2O22 Tentang Besaran Nilai dan I-okasi
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2o2l tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2aL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kab.
Halmahera Barat;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat Nomor 1 Tahun
2A22 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A22;

l6.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun zozr tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmatrera Barat Nomor
10 Tahun 2OL6 tentang Struktur Organisasi perangkat Daerah;

l7.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2o2z tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2022;

surat usulan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab. Hal:nahera Barat Nomor :

993 I75 /PERKIM-LH/V I 2A22 Perihal : Pengusulan pembuatan SK
Bantuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (pEN).

MEMUTUSKA]II :

Menetapkan penerima bantuan rumah swadaya berupa uang
Program Pemulihan Ekonomi (PEN)) di Desa soasangaji Kecamatan
Tabaru Kabupaten Ha"lmahera Barat ?atrun 2a22 sebagaimana
tercantum dqlam Lampiran Keputusan ini.
Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang
Program Pemulihan Ekonomi (PEN) ssfoegaimana dimaksud
Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawarr
tanggungiawab Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Haknahera Barat sehingga di
harapkan bantuan tersebut tepat sasarar dan dapat
dipertanggungiawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
segala braya yang akan trmbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah, Pos Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan permukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2422.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI

: Jailolo
: 11 uLi 2422

l. Menteri PUPR di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Prov. Maluku Utara di Ternate,
4. Ketua DPRD Ikb. Halmahera Barat di Jailoio,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jialolo.

JAIVITS UAITG

BARAT,
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